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dengan hukuman mati, atau 15 tahun atau lebih dan mampu secara 

ekonomi tidak wajib didampingi oleh penasehat hukum untuk 

mendapatkan bantuan hukum pada setiap proses tingkat pemeriksaan. 

b. Penambahan ketentuan pada ayat (3) mengenai tersangka atau 

terdakwa dapat menolak untuk didampingi penasehat hukum pada 

ketentuan ayat (1) dengan cara dicatatat pada berita acara pemeriksaan 

yang ditandatangani oleh pejabat penyidik terkait dan tersangka atau 

terdakwa. Akibatnya, keberadaan ayat (3) dalam Pasal 93 RUU 

KUHAP ini, memberikan kesempatan untuk tidak dipenuhinya 

kewajiban yang telah ditentukan oleh Undang-Undang itu sendiri. 

Adanya Ayat (3) ini tidak sedikit melenceng dari dasar sosiologis dan 

politis RUU KUHAP yang baru yang disusun untuk tujuan keadilan 

dan kesejahteraan masyarakat serta adanya tertib dan kepastian 

hukum.   

     

 

 BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disusun pada 

penulisan tesis ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa; 
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1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang merupakan 

sumber hukum pelaksanaan penegakan hukum pidana di Indoensia, telah 

memberikan sebuah kepastian akan perlindungan hak tersangka dan 

terdakwa untuk mendapatkan pendampingan hukum oleh penasehat 

hukum, pada setiap tingkat pemeriksaan. Dalam kategori tertentu, hak 

tersangka yang diancam hukuman mati, seumur hidup, atau bagi mereka 

yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih 

yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang 

bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan 

wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. Berdasarkan bentuknya 

secara formil, Penolakan untuk didampingi penasehat hukum, oleh 

tersangka dalam bentuk surat pernyataan adalah sebuah langkah 

administrasi dalam tingkat penyidikan. Keberadaan surat pernyataan inilah 

yang menunjukan telah dilaksanakannya kewajiban oleh pejabat terkait 

untuk menunjuk penasehat hukum bagi tersangka atau terdakwa, dan 

tersangka atau terdakwa menggunakan haknya untuk menolak tawaran 
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 tersebut. Pasal 114 Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak 

pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib 

memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan 

bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh 

penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56. 

 Kewajiban menunjuk penasehat hukum oleh APH pada tahap 

penyidikan, memiliki korelasi pada Pasal 114 yang menegaskan bahwa 

kewajiban tersebut bukan hanya sekedar menunjuk, tetapi tersangka wajib 

untuk di dampingi penasehat hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, 

namun terdapat beberapa alasan yang menjadikan kewajiban dalam Pasal 56 

KUHAP dalam prakteknya tidak bersifat mutlak;  

a. Kewajiban yang terdapat pada Pasal 56 KUHAP, tidak bersifat mutlak 

dengan adanya hak tersangka atau terdakwa untuk menerima atau 

tidak penunjukan penasehat hukum tersebut, hal ini menyebabkan 

kewajiban pejabat bersangkutan menjadi gugur. 

b. Tidak ada akibat hukumum atau sanksi yang jelas menjadikan celah 

bagi aparat penegak hukum untuk menggeser kewajiban tersebut dan 

mengedepankan hak untuk dapat menerima atau menolak. 

c. Dikesampingkannya kewajiban dalam Pasal 56 KUHAP atas 

permintaan tersangka atau terdakwa, terjadi dengan alasan kata 

“wajib” dalam Pasal 56 KUHAP hanyalah mengikat bagi aparat 

penegak hukum. 
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d. Kewaiban sepihak yang dibebankan oleh Pasal 56 KUHAP hanya 

terdapat pada aparat penegak hukum, sehingga melahirkan hak bagi 

tersangka atau terdakwa untuk menggunakan atau tidak menggunakan 

hak tersebut. 

Keabsahan dari surat pernyataan penolakan di dampingi oleh 

penasehat hukum menjadi tidak sah atau tidak memenuhi asas kepastian, 

keadilan, dan kemanfaatan apabila proses dari terbitnya SP2DPH tersebut 

tidak melalui prosedur yang sudah ditentukan oleh KUHAP itu sendiri, 

yaitu tidak disampaikan terlebih dahulu mengenai haknya bahwa dalam 

kasus ini tersangka atau terdakwa wajib untuk mendapatkan 

pendampingan hukum dari penasehat hukum. 

2. Pendampingan hukum oleh penasehat hukum atau advokat bagi tersangka, 

adalah sebuah kewajiban yang tidak bisa tidak dipenuhi oleh negara 

kepada setiap tersangka atau terdakwa tanpa melihat ancaman 

hukumannya. Keberadaan penasehat hukum atau advokat menjalankan 

tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk 

kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha 

memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental 

mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem 

peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi 

hukum dan hak asasi manusia. Hal ini sebagai konsekuensi logis dari 

tindakan negara melalui APH yang merampas kemerdekaan tersangka atas 
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dugaan tindak pidana sementara kesalahannya masih harus dibuktikan. 

Tugas pendampingan hukum oleh advokat, adalah konsekwensi logis dari 

bentuk sistem Peradilan Pidana (SPP) di Indonesia sebagai suatu sistem 

yang terpadu dan terkoordinasi (intergrated criminal justice). 

B. Saran  

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian tesis ini, maka peneliti memberikan 

beberapa saaran ; 

Kewajiban bagi APH untuk menunjuk penasehat hukum bagi tersangka 

merujuk pada Pasal 56 ayat (1) KUHAP, dan ditegaskan kembali pada Pasal 

114 KUHAP, bahwa tersangka dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh 

penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56. Alangkah lebih 

bijaksana apabila sanksi bagi APH yang sudah ada dalam kode etik profesi 

dan KUHP dapat ditegakan secara maksimal bagi aparat penegak hukum, 

yang tidak menaati kewajiban tersebut. 

1. Bagi tersangka atau terdakwa dan masyarakat umum, untuk kedepannya 

apabila mendapati situasi yang diwajibkan untuk mendapatkan 

pendampingan hukum oleh penasehat hukum, sebaiknya kesempatan yang 

merupakan hak tersebut digunakan, sebab peran penasehat hukum sebagai 

seorang pembela, bahwa pensehat hukum atau advokat memiliki tugas 

untuk membela harkat dan marbatabat manusia didalam sebuah proses 

peradilan pidana. 

2. Bagi Penegak Hukum 
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a. Hakim 

Bagi hakim, agar dapat mempertimbangkan dengan kewenangannya 

untuk menimbang secara utuh bobot atau nilai pembuktian dari sebuah 

surat dakwaan yang di terbitkan berdasarkan berita acara pemeriksaan 

tersangka atau terdakwa yang tidak dimapingi penasehat hukum 

adalah berbeda dengan yang didampingi oleh penasehat hukum. 

b. Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum 

Bagi penyidik dan jaksa penuntut umum, agar sekiranya kedepannya 

untuk mengupayakan semaksimal mungkin adanya bentuk 

pendampingan oleh penasehat hukum bagi tersangka atau terdakwa, 

dan tidak serta merta memudahkan keluarnya sebuah surat pernyataan 

penolakan di dampingi penasehat hukum. 

c. Pensehat Hukum / Advokat 

Bagi advokat, untuk harus secara profesional dan bertanggung jawab 

dalam membela hak-hak tersangka atau terdakwa, agar terciptanya 

sebuah kepercayaan masyarakat secara umum akan pentingnya 

keberadaan penasehat hukum dalam melakukan pendampingan 

tersangka atau terdakwa dalam menghadapi proses pidana. 
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